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Penelitian tabap kedua merupakan penemuan dan penyempurnaan
model penentuan hak  atas tanah timbul. Lokasi penelitian adalah daerah
Kabupaten yang terdapat tanah timbul khususnya di pantai utara Jawa
Tengah yang meliputi, Kabupaten Demak, Kabupaten Pemalang, dan
Kabupaten Pati. Jenis material yang diteliti adalah peraturan-peraturan
hutum, kebijakan-kebijakan khususnya mengenai tanah timbul, kebiasaan-
kebrasaan yang telsh dilakukan masyarakat dalam penentuan status hak atas
tanah timbul, ditambah hasil-hasil penelitian yang tefah ada mengenai tanah
adat khususttva niengenai tanah timbud,

Bert!ﬂﬁﬂrkan data yang diperoleh darr kaptan pustaka, hasil penelitian
lapangan dan pernbahasan menunjukkan bahwa Penanganan tanah timbul
diserahkan sepenuhnya pada desa untug mengatur sendirf. Warga desa
memperoleh hak garap karena pembagian atau setelah melakukan perbuatan
untuk membuka lahan bary kemudian meminta ijin  kepada Kepala desa.
Kepala desia  dengan beberapa persyaratan memberikan Hin hak garap atas
tanah timbul.  Scbagian sudah bersertifikat dengan hak milik, sedang pada
umumnya hanya berupsa igin lisan yang diperoleh dari kepala desa. Wairgy

desa yang mengusahakan tanah timbul memeriukan usaha dan wakitv yang



cukup lama, bisa menerting  tanah timbul sebagai tanah negara, namun
pengelola harus mendapatkan prioritas jika dijadikan hak milik. Pemantatan
tanah timbul di wilayah pantai belum memperhatikan sempadan pantai
bahkan terdapat juga tanah yang behwn muncul masih berupa laut sudah
dipatok-patok  uuk  dikuasai, Mugnahnya tanah  timbui  akan menjadi
musnahnya hak garap, namun  pada daerah tertentu masth dianggap (etap
menjadi hak pengelola semula. Pemegang hak atas tanah timbul dibebani
beberapa kewajiban serta pembatasan untuk luas tanah yang dimiliki
Data-data yang telah dihimpun dart penclitian  menemukan model-
model pemecahan  dalam penentuan statvs  hak atas anah tumbul dalam
penelitian tahap kedua. menyempurnakan model penentuan status hak atas
tanalt tinibul yang merupakan harmonisast hukum modern dengan hukum
adat serta mencoba memperoleh suatu model baku  yang berlaku umum,

Konsep model berupa konsep rancangan Peraturan Daerah

Fakultas 7 Universitas : Fakuitas Hukum / Universitas Diponegoro

Nomor dan tahunt Komrak - 16/P21 P T/DPPM/PHBL/IL 2004



SUMMARY

Title i Model of the Determination of the right of Chanelbar
Researchers : Bambang Eko Turisno

Srt Sudaryaimi

Stkirno

Yearof Repat ;2004

Pages 7

Ssccond  Phase research representing invention and completion model the
determination Chanelbar right arise. The location of the research was 1 Denak
Regency, Pemalang Regency and Pati Regency. Material Type are regulations ,
policy specially regarding the chanelbar arise the, habit which have been
conducted by society in determination of status of land right arise, added by a
research piciings which have there is hitting custom chanelbar specially regarding
the chanetbar artse.  Pursuant to data obtaned from book study, result of research
of field and solution mdicate that the chanelbar Handling arise delivered fully
countryside to arrange by itsetf. Countryside citizen obtamn, get the nights ulf
because division ot having taken steps deed to open the new farm later; then ask
ile permission to countryside Head. Lead the countryside with a few conditions
give the rights permission tifl to the chauelbar avise. Parfly certificate have with fhe
property, i general onty m the form of oral pernussion obtained from countryside
head. Countryside citizen labouring chanetbar arise to need the suffictent time and
ettort, can accept the chanefbar arise as goverment land, but farmers have to get
the priority it made by property. Management chanelbar arise in coastal region
not yet paid attention the coastal border even there are also chanelbar which not

yet emerged stil! in the form of sea have be mastered. it ¢hanelbar arise will



become s annititlate is rights (1, but at cectain area stitt assumed by reinain to be
farmers rights initiaty. Right owner to the chanelbar arise encumbered by some
obligation an¢ also demarcation to wide chanelbar had. Data which have been
mustered from research find the resolving models in determinaﬁou of status of
fand right arise in second phase rescarch. completing model of determination of
status of fand right artse representing modemn hanmontsasi law with the customary
law and also try o obtain; get 4 standard inodel going into effect public. Concept

model in the form of concept of Peraturan Daeralt
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KATA PENGANTAR

Penelitan dengan judut Madel Penentuan Hak atas 1'anah Timbuf

Ketua : Bambang Eko furisno

Anggota :  Sni Sudaryatmi

Stikirno

Merupakan rangkaian kegtatan tahap kedua penelitain Hibah Bersaing
XI yang kami terima berdasarkan atas Surat perjanjian Pelaksanaan
Penetictan  Hibah Bersaing Nomor: 16/P2IPT/DPPMPHBLATI2004
Ditrektorat lenderal Pendidikan 1inggi, Departemen Pendidikan Nasional

Penyusunan faporan penelitian ini berdasarkan kerjasama vang baik
antar anpgota tim, sesuat dengan @oggung jawab yang harus dilaksanakan
oleh tim  kami, dengan dukungan dan bantuan dari para responden,
konsuftan abli maupud tenaga lapangan yang telah membantu keberhasilan
penyusuna laporan peneltian ini, ' _'

Tenfunya banyak kekurangan dan masih jach dari sempurna laporan
Kami i

Mudaii-mudahan taporan penelitant tahap kedua i dapat bermanfaat

bagi pengembangai il pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Semarang Oktober 2004

Ketua Peneliti
Bambang Eko Turisno, SH,MH
NIP 131 696 460
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PENDAITIULUAN

Sebagai negara yang berlatar belakang apgraris, tanah mempunyai aiti
yany sangat perting bagt kehidupan masyarakat di Indoncsia, terlebiht lagr bagt
| para petarti di pedesaan. Tanah adalah merupakan sumber utama petghidupan
bagl para petani karena meripakan sumber uwtama penghidupan daa mata
pettcahariamnya, jadi dapat dikatakan katau ficup don matinga diteatukan oleh
tanah yang dimilikinya. Secara kultural, ada hubungan batin yang tak
terpisahkan antara ranah dan manusia. Kbusus bagi masyarakat Jawa, dikenal
pepatai yang menunjukkan begitu ungginys milai tanalt bagi orang Jawa, yang
menycbutkan sadumuk bathuk sanyari bumi ditohi pecahing dhadha wutahing
hugdira, yang mempunyai arti bahwa sejengkal tanah akan d.pertahankan mati-
inatiait, karcia tanah adalah sumber kehidupan yang saigat penting, dimana
dengan fanah dia Disa makan, minum, Jan memenuli segala kebutuhan
fudiupnya dart hasst pertaman yang ditekont sebugal mgia pencaliartannys,
Tanah merupgkan swnber daya alwn yang tidak dapat diperbaharui
{(unrenwable), artinya tidak dapat ditingkatkan atau diperiuas jumiahnya seiriug
dengan pertumbuhan penduduk. Dengan pertumbuhan penduduk yang iclah
demikian pesai, khususoya di Pulau Jawa, kebutuhan akan tanah pertanian
semakin meningkat, apalagi dibarengi déngan pengurangan lzhon pefanian
anfuk kepertvah mdustn, porvinaban dan lan sebagamya. Dengan kondisi yang
demikian maka tejadifah fragmeniasi {pemecahan) tanah secara besar-besaran
yang makin menyempitkan lahan bagi masing-masing petani, schingga
mengakibatkan makin banyaknya petani gurem (petani dengan lahan pertanian
yang seiigi), baldaiin saitpai teijadi buruh tani yang tanpa lahan pertanian.

Demikian juga dengan makm fingginys harga tanah, maka makin tidak




terjangkau oleh sebagian besar petani yang kebanyakan masih hidup dalam
ganis keauskinan,

Bagi penduduk didaerah pesisir (terutama di pantai utaia Pulau Jawa)
yang tidak bermata pencaharian sebapai nelayan, tanalt juga masihi mempunyai
arte yang sangat penting, dimana tanah diusahakan sebagai tambak atau untuk
pertanian. Terlebih lagt apabila diusahakan sebagai tambak udaug, maka akar
memberikas hasil {cbih besar daripada divsahakan untuk pertainian.

Di beberapa tempat di daerah pesisir, karena erosi tanah di hulu sungai
maka mengakibatkan besarnya sedimentasi di muara sungai atau di tepi pantai,
Lambat laun hwnpuer-lunipur tersebut miembentuk daratan baru di tepi paitat,
sehingga garts pantai semakin menjorok ke faut. Paratan baru yang terbentuk
olel lumpur yaag juga dapat terjadi akibat sungai yang berbelok tersebut, di
beberapa dacrah dinamakan tanah timbul,

Demikian besarnya potensi ekonomis dari suatu tanah timbul dan masth
demikian beragamnya pandangan atau penafSiran tentang stafus dari tanah
timbul tersebut, dimana oleh penduduk penafSiramnya berdasarkan hukun adat
setempat dan difmn prhak telah ditafsirkan berdasarkan  peraturan yang
dikcluarkan  oleh necgara. Dengan mengacu pada  keteniuan-ketentuan
pertanahan dalam hukum adat maupun flukum nasional serta pendapat para ahh
hakum adar dan hekum pertanahan nasional, dapat disimpulkan bahwa tanah
timbud merupakan bagian dari hak wlayat desa atau sebagai Bondb Deso yang
perfu diatur penggunaaunya dan  pemiitkannya  dalam  Putusan  Desa.
Pemerintalt daerah  sesuar dengan kewenangannya yang ada  dituntut aktf
untuk mencliti dan mencntukan ada tidaknya hak ulayat dengan produk
hukum berupa perafuran dacrah unfuk menguatkan putusan desa dan atau
mengoptimalkan pemantaatan tanah timbul khususnya wnfuk kemakiuran
warga desa yang bersangkutan serta penduduk dan pemerintah dactah pada

umunya, yang diantaranya dengat memberikan jenis hak bagi pengelotanya.



Kepentingan masyarakat adat khususnya yang menyangkut tentang hak
uiayat aas tamah arau hutan, sejak Orde Baru sering dilecchkan oleh
penierintall pusaf dengan dalth unfuk kepentingan umam afau pembangunan,
Dengan menyimpangkan malna dari pasal-pasal di Undang-Undang Pokok
Aptatia, lagali-{aoalt iuk olayst  daoggap scbagai tanah negar, sefingga
pemeriniail Sewendig-wenary merampas andh miilk masyarakat hukum adat.
Kebrjakan pemerintai pusat untuk. mefakukan otonormi daerafl tentunya defumn
menyeicsaikan kontlik pertanahan khususnya yaxig menyangkut hak idayat atas
{anall karessa kondhik icosebut di beberapa daerah mmasih ferjadi.

Belum seraganmyd foniang  pandangan lentang staius g tmbed,
mempersuiii  meneniokan - statos  dafain  miclakukan pengelolsanmnya dai
pettanfaacannya, Cieit kdarenta <ipandang  sangac periv umuk  diiakukan
pENcAnan enang ranah umouf mi, sehingga dapat driemukan sofust erutama
dajam peneniuan hak, agar dalam pemantaatannya tidak menimbuikan kontik
aniara peneringah dengal nrsyaiakai ataupun di antara masyarakat 1eu sendiri.

Penelitian int difarapkan akan dapat menjuwab kekosongan peraturan
pertndangan mengenal pengaturan tanah (mibul sehimgga:

I. Terjadi keteritban dan kedamaian dalam masyarakat untuk memanfaatkan
tarrah timbul

Z. Terdapat kepastian hukum terufama fentang status haknya bagi pihak-pihak
yalg enguasdi/mengctoia funaby tinbul karena eldh adanya pengaguan
temtany penctituan lakya.

Pentelittan mi selesat setelah melalw dua tahap. Penelitian tahap pertama
berhasif menyusun fentang hasil kajian permasataban yang ‘terjadi  dalam
-pemanfaatan tanah timbud. Data-data awal yang telah dihinpun dari penefitian
faltap perfams i merypakan hasil pengkajian enfang permasalahan yang
terjadi dalaz penientuan status tarah timbul, telalt berhasit unank menjadi dasar

datlain mmenennikait model-mode.



Penelstran tahap  Kedua merupakan pencitian lanjutan dari pcncnlitizm
lahap periama yang ditargetkan dart penelitian tahap kedua ad'aiah
sitivitokat wodel-mode! penentuan frak atas ranab timbul  yang kemudian
dika)i, dipitifi, yang werupakas Tamoowisasi hukmn modern dengan buks
adat.

Model-modef  tersebut  menjadi  dasar pcnyusmlan suatet  mode!
pemecahan  dalam ponentuan status atas tanah timbul, Model-model yang
telah ditemukan memperiibatkan keungguian dan kelemahan, batk secara
teuritis nmupﬁm dafain prakieknya i wasviakal yang wemerfukan masnkan-
irgsukan dart pava responden. Kekurangan-kekurangan yang muencul dalam
prakick dafiom ful penmanibaten  fandis tnboi tersebul kemudian diakomodir
untuk menjadi dasar penyusunan konsep  serta mencoba memperoleh suatu
mode! baku -yang beriaku umum.

Penclifian tahap kedua ini akan menyempurnakan model penentuan
stalos Jiak atos (anady timbul yang merapakan barmonisasi hukum modemn
dengan hukurt adat. Konsep modet serupa konsep rancangtr  Peraturadsr
Dueratr sudah disernpumakan tersebut kemeadian disositiisasikun dengun cary
diugi cobakan kepada para pifiak terkait yain, departemen terkait dengan
peranahan dan instansi vekuis, dinas yang terkait dengan pertanaban, serta
para ahll dan prakuist untuk mendapatikan masukan -masukan, sampai dengan
ipenjadi sudtu naskall akadennk vancangas  perundang-wnfangan  yang

merupakan akademik paper yang keniudian menjadi draft Peratyran Daeralt.

f.okast Penelitian

Lokasi penelitian adatah daerali Kabupaten yang terdapat tanah tmbuf
Khususstya g1 pantal ulara Jawa Tengah yanyg meliputi, Kabupaten Demak,

Kabupaten. Penmlang, dan Kabupaten Pati dant hasil-hastd penelitian di



6

BABH1
TUTUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN I}

Dengan selesainya seluruli kegiatan penetitian ini diharapkan akan
dapal  menjawab  kekosongan  peraturan  perundangan  mengena
pengatuvan tanah tmbul  sehimgpa  terjadi kotertiban dan kedanaian
dafam masyarakat untuk memantiatkan tanah timbul  serta  terdapat
kepastian hukum terutaina tentang status hakoya bagi pihak-pihak yvang
menguasai/mengelola tanah timbul karena telah adarya pengaturan
fentang peieiiuay hakuya, yag berupa Runcangan Perda. Dalam jangka
pamjany konsep Rancangan Perda tersebut ckan menjadi suata naskah
akadermk yang merupakan akademik paper yang dapat menjadi masukan
bagi lembaga penyusun rancangan perundang-undangan.

Untuk menemukan model-mode! vang telah ditakukan masyarakat
dalam penemtuan siatus hek atas fanah timbul, -memerfukan hasil
peugkajiatt permeasataian yaug terjadi  atas tamah tmbul yang akan
mernjadi dasar dafwm pembentukan model, Pengianan  permagalahan
vang terjadi  dalam penctuan hak  atas tanah tmbut dilakukan pada
penelitian tahap pertama. Konsep Rancangan Perda selesai setelah
wiefud  ponelittas {ahap hedue yaog merupakan penelitian yang
scmakin menyempumakan model yang sudah disusun.

Konsep yany dibuat berbertok konsep rancangan peraturan daerah,
kemudian dengan masukan dari penclician yang tolali ada scbelumnya,
kajian-kajian bahan-bahan pustaka, masukan dari para respond"en,
disosialisasikan dengan diyi coba kepada instansi terkait untuk

tirendapraikan iasukan-inasukan, konsep {ersebul seisakin sempuma.



Model yang dipihift i berasal davi peneltian sebelutonys  yang
bertujuan menemukan model-model vang tefah dilakukan masyarakat
Gafam penentuan status hak atas tanah timbuf. Modef-mode! i akan
dikap  debih lanjut yang kemudian dipiih untuk dijadikan model
peaciian siatus bak dafan tenfuk konsep yanyg u'lcrnpa;kuu frartponisast

fukum imodern dengan ukam adat,





